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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Semakin menurunnya perbandingan antara target dan realisasi pajak di 
Indonesia dari tahun ke tahun menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi 
oleh pemerintah Indonesia terlebih pajak yang menjadi penopang utama dalam 
APBN. Penetapan target penerimaan pajak tentunya tidak semata-mata ditetapkan 
begitu saja, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan dan berdasarkan fakta-
fakta yang ada. Penerimaan yang tidak sesuai dengan target dalam tahun tertentu 
mungkin saja bisa terjadi, tetapi apabila dalam setiap tahun terjadi penurunan terus 
menerus hal ini perlu menjadi perhatian. Penting bagi pemerintah selaku regulator 
dalam perpajakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga dapat menyusun rencana 
maupun kebijakan-kebijakan secara tepat. Grafik 1.1 menyajikan data target dan 
realisasi penerimaan pajak tahun 2011-2016 :  
Grafik 1.1  
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2016 
Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) 
Grafik 1.1 menunjukan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 
2011-2016 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.  
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Target 764 885 995 1072 1294 1355
Realisasi 743 836 921 985 1061 1105
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Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak tentu 
banyak, salah satu nya menurut Mulyani (2016) adalah masih kurangnya Sumber 
Daya Manusia (SDM) di Dirjen Pajak dan karena masalah infrastruktur IT, 
terjadinya perlambatan ekonomi nasional serta masih melemahnya harga-harga 
komoditas dikarenakan kondisi ekonomi global yang lemah. Menurut Zuhro (2017) 
alasan lain yaitu rendahnya penyerapan APBN/APBD sehingga berdampak 
Multiplier Effect yang tidak berjalan pada perekonomian masyarakat, serta 
banyaknya insentif fiskal/pemotongan tarif pajak. Menurut Kalla (2015) tidak 
tercapainya target pajak bisa disebabkan karena menurunnya ekonomi dalam negeri 
dan dunia sehingga berdampak pada penerimaan pajak, karena sektor rill yang 
menyumbang pajak juga menurun. Faktor seperti adanya perlambatan ekonomi, 
over estimate, pelaksanaan peraturan yang tidak maksimal, nilai rupiah yang 
menurun terhadap Dollar AS, dan tingkat kepatuhan wajib pajak  juga menjadi salah 
satu faktor tidak tercapainya target pajak (Rambe, 2016). 
 Perusahaan merupakan salah satu komponen pemasukan pajak bagi negara 
karena posisinya sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk 
membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak perusahaan 
dihitung melalui laba bersih perusahaan yang ada dalam laporan laba-rugi 
perusahaan. Semakin tinggi laba bersih perusahaan maka pendapatan negara atas 
pajak pun akan meningkat, begitu juga sebaliknya, semakin rendah laba bersih 
perusahaan maka pendapatan negara atas pajak pun akan menurun.  
Dalam APBN, perusahaan sebagai wajib pajak badan masuk ke dalam 
kategori pajak dalam negeri dan pajak penghasilan, sehingga ini menjadi hal yang 
perlu diperhatikan pemerintah, terlebih perusahaan yang sudah listing di BEI sudah 
mempunyai tanggung jawab kepada publik dan tentunya menjadi peluang sumber 
pemasukan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang belum listing di BEI. 
Data menunjukan setiap tahun selalu ada perusahaan yang melakukan IPO dan akan 
terus bertambah seiring berjalannya waktu, tentunya ini bisa menjadi peluang untuk 
menambah pendapatan pajak bagi negara. Grafik 1.2 menyajikan data perusahaan 
yang IPO dan delisting pada tahun 2011-2016 : 
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Grafik 1.2  
Data Perusahaan yang IPO pada Tahun 2011-2016 
Sumber : (Sahamok, 2016a, 2016b) 
Grafik 1.2 menunjukan bahwa jumlah perusahaan yang melakukan IPO dari tahun 
2011-2016 mengalami fluktuasi akan tetapi selalu ada perusahaan yang IPO 
disetiap tahunnya dan jumlah IPO selalu lebih banyak dibandingkan jumlah 
delisting. 
 Berdasarkan data tersebut perusahaan-perusahaan yang listing di BEI akan 
semakin bertambah setiap tahunnya dan ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk 
bisa memaksimalkan pendapatan pajak bagi negara. Selain itu, apabila 
dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang delisting dari tahun 2011-2016, 
perusahaan yang baru listing selalu lebih banyak dibandingkan delisting. Hal ini 
memberikan dampak pada pertumbuhan perusahaan yang listing dari tahun ke 
tahun yang semakin banyak dan bisa menjadi potensi pemasukan pajak negara. 
 Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, pajak badan dipilih karena 
menyumbang porsi terbesar dalam penerimaan perpajakan, sehingga apabila 
penghindaran pajak dilakukan pada badan maka akan berdampak material kedalam 
penerimaan perpajakan.  
Perusahaan dikategorikan kedalam beberapa sektor antara lain Pertanian, 
Perkebunan dan Kehutanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas 
dan Air Minum; Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan 
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Komunikasi; Keuangan dan Jasa Perusahaan; dan Jasa. Dari kesembilan sektor 
yang telah disebutkan, Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor yang paling 
tinggi potensi penerimaan pajaknya. Grafik 1.3 menyajikan data potensi 
Penerimaan Pajak Badan Berdasarkan Sektor Tahun 2012 : 
Grafik 1.3 
Data Potensi Penerimaan Pajak Badan Berdasarkan Sektor 2012 
Sumber : (Kementrian Keuangan RI, 2012) 
Grafik 1.3 menunjukan bahwa potensi penerimaan pajak badan dari sektor 
pertambangan dan penggalian pada tahun 2012 paling tinggi. 
Perusahaan pertambangan menjadi sektor yang memiliki potensi paling 
besar dalam penerimaan pajak dibandingkan dengan sektor lain, tetapi penerimaan 
pajak dari sektor pertambangan pada tahun 2012-2016 cenderung mengalami 
penurunan yang cukup signifikan. Grafik 1.4 menyajikan data potensi Penerimaan 
PPh Nonmigas Berdasarkan Sektor Tahun 2012 : 
Grafik 1.4 
Data Penerimaan Pajak Badan Sektor Pertambangan 2012-2016 
Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) 
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Grafik 1.3 menunjukan bahwa jumlah penerimaan pajak badan sektor 
pertambangan dari tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan yang 
signifikan. 
 Bagi sebuah perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus 
dibayarkan, pajak juga merupakan komponen yang dapat mengurangi laba bersih 
yang didapat oleh perusahaan, dan perusahaan akan berusaha dengan berbagai 
macam cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarnya (Mangoting, 
1999). Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah mempunyai kepentingan yang 
berbeda, disatu sisi perusahaan ingin meminimalkan biaya yang dikeluarkan agar 
memperoleh laba secara maksimal, pembayaran pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan tentunya akan bertentangan dengan tujuan perusahaan yaitu 
memaksimalkan laba, sedangkan disisi lain pemerintah ingin memaksimalkan 
pendapatan pajak untuk negara. 
 Upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan biaya yang 
dikeluarkan untuk membayar pajak disebut tax planning (Mangoting, 1999). Tax 
Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk 
menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang 
minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu 
seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui 
prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU 
Perpajakan (Hoffman Jr., 1961). Sedangkan menurut Dyreng, Hanlon, & Maydew 
(2008) penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan pemotongan/ pengurangan 
kewajiban pajak perusahaan. 
 Lanis & Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu 
hal penting dalam pengambilan keputusan. Beban pajak merupakan faktor yang 
memotivasi banyak keputusan dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori 
agensi dimana manajer atau agen bertujuan memaksimukan nilai laba agar 
perusahaan terlihat memiliki kinerja yang baik, maka manajemen cenderung 
melakukan efisiensi dengan meminimumkan beban pajak melalui perencanaan 
pajak (tax planning). Tindakan tax planning yang dilakukan manajemen mulai dari 
tingkatan rendah (less aggressive) sampai tingkatan tinggi (more aggressive) yang 
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dapat mengarah kepada tindakan penghindaran pajak (Anis, 2017). Rasio pajak-
GDP Indonesia yang masih kurang dari 12% pada tahun 2012 tetap rendah jika 
diukur dengan standar internasional. Secara umum hal ini mereflesikan 
menyebarnya informalitas dan penghindaran pajak (OECD, 2012). 
 Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan bertanggung jawab kepada 
stakeholder, antara lain kepada masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab 
kepada masyarakat dilakukan melalui corporate social responsibility sedangkan 
kepada pemerintah dengan melalui pembayaran pajak. Pengungkapan corporate 
social responsibility memiliki konsep voluntary disclosure (sukarela) sedangkan 
pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan mandatory disclosure (wajib). 
Ketika perusahaan memperhatikan dengan baik kepentingan stakeholder 
(masyarakat) melalui pengungkapan corporate social responsibility yang sifatnya 
sukarela, maka diharapkan perusahaan dapat memperhatikan kepentingan 
stakeholder (pemerintah) dengan baik melalui pembayaran pajak yang sifatnya 
wajib. 
Menurut Loh, Thao, Sim, Thomas, & Yu (2016) Direktur Center for 
Governence Institutions and Organisations National University of Singapore 
(CGIO NUS) yaitu lembaga yang bertujuan untuk mempelopori penelitian yang 
relevan dan berdampak besar pada isu-isu terkait pemerintahan yang berkaitan 
dengan Asia, mencakup tata kelola perusahaan, mengungkapkan bahwa perusahaan 
Indonesia memiliki peringkat yang rendah dalam pemahaman terhadap CSR yang 
dilihat berdasarkan indikator GRI-G4 pada laporan tahunan dan informasi resmi 
dari website setiap perusahaan. Sejumlah faktor yang dinilai antara lain tata kelola 
perusahaan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Rincian nilai yang diperoleh antara 
lain Thailand (56,8), Singapura (48,8), Indonesia (48,4), dan Malaysia (47,7). 
Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam Corporate 
Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung 
jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif 
dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Watson, 2011). Agresivitas pajak dapat 
dikategorikan dan dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak 
bertanggung jawab secara sosial dan dianggap tidak sah (Lanis & Richardson, 
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2012). Dengan demikian CSR merupakan kegiatan tanggung jawab sosial yang 
berbanding terbalik dengan tindakan agresivitas pajak yang dianggap dan 
dikategorikan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. 
Dengan adanya hubungan tersebut, timbul pertanyaan apakah pengungkapan CSR 
dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak. Berkaitan dengan dunia pemasaran 
Global CSR survei yang dibuat oleh Globescan (2007) terhadap 10 negara 
menunjukkan bahwa mayoritas konsumen (72%) mengatakan sudah membeli 
Produk, serta merekomendasikan kepada orang lain sebagai respon terhadap CSR 
yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebaliknya 61% dari konsumen melakukan 
boikot terhadap produk dari perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial. 
(Majalah Marketing, November 2007) 
Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukan hasil bahwa adanya 
pengaruh negatif CSR terhadap agresivitas pajak tidak sejalan dengan kasus pada 
PT Vale Indoensia. Tahun 2016, PT Vale Indonesia memberikan dana CSR kepada 
pemerintah daerah sulawesi tengah melalui mekanisme hibah sebanyak Rp. 11,7 
Miliar. Menurut PT Vale Indonesia pemberian CSR melalui mekanisme hibah ini 
tidak ada aturan yang melarang. Pada tahun yang sama yaitu 2016, ditemukan 
bahwa PT Vale Indonesia telah menunggak pajak kendaraan Rp. 16 Miliar 
(Rahman, 2016). Selain itu, pada tahun 2013 BPK menemukan bahwa PT Vale 
Indoneisa melakukan penghindaran pajak mencapai Rp. 4,5 Miliar.  PT Vale 
melakukan pelanggaran dengan tidak membayar pajak kepada negara karena 
memilih membeli BBM jenis solar dari luar Indonesia, padahal dalam aturan PT 
Vale harus membeli BBM jenis solar industri ke PT Pertamina (Fatir, 2013). 
Pada tahun 2017, pemerintah dan BEI mulai mendorong 52 perusahaan 
asing yang sebagian dimiliki warga negara indonesia dan sumber pendapatannya 
dari indonesia untuk listing di bursa domestik (Rahmah, 2017). Hal ini akan 
membuat jumlah perusahaan yang IPO semakin banyak dan menjadi potensi 
penerimaan pajak bagi negara Indonesia. Akan tetapi, disisi lain Direktorat Jenderal 
Pajak Kementrian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan terdapat 2000 
perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) melakukan penggelapan pajak selama 
10 tahun (Ariyanti, 2016). Kasus-kasus mengenai PMA yang melakukan 
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penghindaran pajak dimana kepemilikannya terkonsentrasi pada kepemilikan asing. 
Kepemilikan asing termasuk kedalam salah satu struktur kepemilikan. Kasus PT 
Vale seperti yang telah disebutkan pun kepemilikannya terkonsentrasi. Struktur 
kepemilikan perusahaan-perusahaan di negara-negara Asia cenderung 
terkonsentrasi pada pemilik tertentu (Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000; 
Faccio & Lang, 2002). 
 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) 
menggunakan sampel perusahaan go-public di Australia pada tahun 2008 dan 2009 
dengan proksi agresivitas pajak menggunakan ETR menyimpulkan bahwa 
pengungkapan CSR yang lebih tinggi berhubungan dengan agresivitas pajak yang 
lebih rendah atau berhubungan negatif, alat ukur pengungkapan CSR yang 
digunakan dalam penelitian tersebut belum menggunakan standard internasional 
GRI-G4. Sehingga pada penelitian ini mencoba menggunakan GRI-G4 sebagai 
proksi dalam mengukur pengungkapan CSR.  
Penelitian oleh Marlina (2017) dengan sampel 42 perusahaan manufaktur 
tahun 2011-2015 menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan 
keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 
dan kepemilikan publik terhadap tax avoidance. Penelitian-penelitian sebelumnya 
yang melibatkan hubungan antara struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak 
lebih sering melihat dari sisi subjek kepemilikan seperti kelarga, manajerial, 
institusional, asing, ataupun publik dengan melihat persentase kepemilikannya.  
Dalam penelitian ini mencoba melihat dari perspektif lain yaitu dari segi 
terkonsentrasi atau tidaknya kepemilikan yang mengacu pada penelitian Fama & 
Jensen (1983) yang mengungkapkan bahwa jika pembuat keputusan pada 
perusahaan terkonsentrasi pada  sebagian kecil individu atau kelompok 
(kepemilikan terkonsentrasi) maka manajemen enggan untuk melakukan tindakan 
atau proyek yang sifatnya berisiko bagi perusahaan, seperti yang kita ketahui bahwa 
agresivitas pajak merupakan suatu hal yang beresiko bagi perusahaan. Selain itu, 
adanya konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan, maka pemegang saham besar 
dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif (Shleifer & Vishny, 1986). 
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Sehingga dengan adanya struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada 
perusahaan, membuat berkurangnya konflik kepentingan dikarenakan kepemilikan 
saham yang terkonsentrasi menimbulkan tidak teralalu banyaknya kepentingan 
antara pemegang saham, pemegang saham dapat mengawasi manajemen secara 
efektif sehingga dapat meminimalisir perilaku-perilaku manajemen yang 
mengakibatkan risiko terhadap perusahaan salah satunya perilaku agresivitas pajak. 
Selain itu, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi juga dapat meminimalisir 
asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen sehingga dapat 
mempengaruhi keputusan yang diambil termasuk perpajakannya. 
Hal lain yang mendukung dilakukan penelitian ini yaitu terdapatnya 
beberapa penelitian terdahulu yang masih belum memiliki hasil yang konsisten. 
Penelitian dengan topik yang sama oleh Huseynov & Klamm (2012) yaitu pengaruh 
CSR terhadap tax avoidance pada perusahaan di Australia memiliki hubungan yang 
negatif. Hasil berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Jessica & Toly (2014) 
pada semua perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode 1 tahun 
menyimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu 
penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) ditemukan bahwa pada sampel 42 
perusahaan publik di indonesia tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak.  
Atas latar belakang dan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada 
Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2012-2016)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka pada penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap 
agresivitas pajak? 
2. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pengungkapan corporate social responsibility dan struktur kepemilikan terhadap 
agresivitas pajak.  
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 
terhadap agresivitas pajak.  
2. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Setiap hasil penelitian yang dilakukan haruslah mengandung manfaat baik 
secara akademis maupun praktis, khususnya bagi kami dan umumnya bagi pihak 
lain yang membutuhkan skripsi ini. Adapun manfaatnya adalah: 
1. Aspek akademis 
Manfaat akademis yaitu sebagai praktik atas ilmu yang sudah didapat 
di bangku kuliah dalam bidang akuntansi dan pengharapan agar penelitian ini 
juga dapat menjadi inspirasi dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 
 
2. Aspek praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 
menjadi acuan oleh beberapa pihak untuk mengambil keputusan dan kebijakan, 
dapat memberikan masukan dan pandangan bagi perusahaan agar melakukan 
pengungkapan CSR sebagai suatu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, 
memberikan pandangan mengenai tindakan agresivitas pajak kepada 
perusahaan agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi 
perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana 
manajemen mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Bagi Direktorat 
Jenderal Pajak diharapkan bisa menjadi masukan dalam menentukan kebijakan 
yang akan dibuat kedepannya. 
 
